
BUPATI MINAHASA SELATAN 
PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURA.N BUPATI MilfAHASA SELATAN 

BOMOR H:, TAHON 2015 

TENTANG 

PENDELEGASIAII SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MIRAHASA S 
DI BIDANG PERIZINAN DAN BOB PERIZINAN KEPADA I 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZIIIAN TERPADU SATU P......._<r"t 
KABUPATEN MilfAHASA SELATAN 

,, 

DEllGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINABASA SELATAB, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaya.nrn kepada 

masyarakat yang sederhana, jelas, pasti dan trans maka 

dipandang perlu mengatur pendelegasian sebagian ke 

di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten · ahasa 

Sela tan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak 

huruf a perlu menetapkan Peraturan tentang 

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Minaha 

di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepal Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten · ahasa 

Sela tan. 

1999 

ten tang 

usi dan 

I 
1999 Tahun 28 1. Undang-Undang · Nomor 

Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, K 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia ['t 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2003 tentang �em 
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon · 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Repulik Indonesi 

2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 
lndonesia Nomor 4273); 

Mengingat 



2009 

2014 

taban 

,, 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara. 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lem 

Republik Indonesia Nomor 5234) 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T.u.1..11..._. .. 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 5587); 

B.U dang- ... 

3. Undang -Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pe 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerin 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 

4724); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ¥0 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 4843); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ket 

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indones 

2008 Nomor 61, Tambaban Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang U 

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Repu blik 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 4866); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab 

12. Pe turan ... 



.. 

Daerah 

Tahun 

epublik 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indone 

2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang edoman 

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pe 

Modal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indon 

2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 4861); 

aman 

15. Pera.turan Presiden Nomor 97 Tahun 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpad u Satu Pintu ( 

Negara republik Indonesia Nomor 221)· 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5149); 

16. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 20 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin 

17. Peratura.n Menteri Pendayagunaan dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang 

Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan 

Pelayanan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

19. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi 

I 4 Tahun 2009 ten tang Sistem Pelayanan .·, 
Perizinan Investasi Secara Elektronik:; 

20. Peraturan Kepala Badan Koorclinasi Penanaman Mod 

Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pe · 

Nonperizinan Penanaman Modal; 

Nomor 
· dan 

20. P. turan ... 

L 



21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Tahun 

2008 tentang Pembagian Urusan yang Menjadi KJ 

Pemerintah kabu paten Minahasa Selatan (Lembaran 

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008 Nomor 02 Se 

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor I Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 04 Se 

23. 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 

2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor OS Se "C); 

2i. Peraturan Daerah Kabu paten Minahasa Selatan N or 10 

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan ,, 
(Lembaran Daerah Kabupaten Minabasa Selatan Tab. 2009 

Nomor 10 Seri D); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 

2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lem 

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 06 Se I C). 

MEMOTOSKAll : 

llenetapkan PERATURAJII BUPATI MIIIAUASA SELAT.All 
PEIIDELEGASIAN SEBAGIA.1f KEWElt.AIIGAII BUPATI 
SELATAII DI BIDAIIG PERIZllf.All DAii 1'01' PERIZllf.All 
KEPALA KANTOR PELAYAIIAII PERIZIIIAII TERPAD 
PINTO KABUPATEII MIIIABASA SELATAII 

BABI 

KETEBTUAII UIIUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Minahasa Sela 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan. 

sebagai 

4 Kantor ... 

I 
,, 



h� 
clan pertanggungjawaban dan kewajiban, 

Nonperizinan, termasuk penandatanganannya ata nama 

pemberi wewenang. 

4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sel �utnya 

disingkat KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan erpadu 

Satu Pintu Kabupaten Minabasa Selatan. 

5. Kepala PPTSP adalah Kepala PPTSP Kabupaten 

Selatan. 

6. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang 

badan usaha yang dimaksudkan untuk 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber da 

barang-prasarana, sarana atau fasilitas 

melindungi kepentingan umum 

lingkungan. 

7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan 

fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan terten 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati a 

;'Kantor PPTSP berdasarkan Peraturan Dae.rah aJu 
lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan 

diperbolehkannya seseorang atau badan usah 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

9. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan 

BABU 

PEIIDELEGASIAII SEBAGIAII KEW.EN.ARGAii 

Pasal 2 

(1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang 
perijinan dan non perijioan kepada Kepala Kantor 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa fe·-'Q.t.LI..Ll 
(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud 

meliputi yaitu : 

a. Pelayanan Perizinan; 

b. Pelayanan Non Perizinan. 

BAB ill ... 

I�-- 



BAB III 

PELAY ANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

Pasal 3 

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) uruf a, 
meliputi: 
1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Izin Usaha Jasa Konstruksi; 
lzin Bangunan Gedung; 
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A,�,C; 
Izin Trayek; 
Izin Insidentil; 
Izin Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; 
Izin Usaha Perikanan; 
Izin Penangkapan lkan; 
Izin Gangguan (HO); 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
Tanda Daftar Perusabaan (TDP); 
Tanda Daftar Industri; 

16. Tanda Daftar Gudang; 
17. Izin Usaha lndustri (IUI); 
18. Izin Menempati Fasilitas Pasar; 
19. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum; 
20. Izin Apotik; 
21. Izin Toko Obat; 
22. Izin Klinik; 
23. Izin Optika; 
24. Izin Praktek Dokter; 
25. 
26. 
27. 
28. 

Izin Pembuatan Gigi; 
Izin Pengiriman Rumah Kayu; 
Izin Angkutan Kayu Kelapa; 
Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik; 

29. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 
30. Izin Usaha Perjalanan/Travel; 
31. Izin Usaha Restoran; 
32. lzin Usaha Rumab Makan; 
33. Izin Usaha Penggunaan Kekayaan Daerah; 
34. Izin Penginapan/Hotel; 
35. Izin Usaha Peternakan; 
36. Keputusan Tentang Kelayakan Lingkungan; 
37. Izin Lingkungan; 
38. Izin Pembuangan Limbah di Media Cair; 
39. Izin Pembuangan Sementara Limbah B3; 
40. Izin Area Pemakaman Khusus. 

p, l 4 ... 



..• Pasal 4 

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada 

(2) buruf b, meliputi : 

1. Surat Keterangan Fiskal; 

2. Surat keterangan lainnya. 

Pasal 5 

2 Aya.t 

(1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud d Pasal 

2, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatang surat 

keputusan tentang perizinan, penetapan dan pem gutan 

pajak/ retribusi. 

(2) Penandatanganan Keputusan tentang penzman su.rat 

ketetapan retribusi daerah clilakukan oleh Kepala PPTS 

dan atas nama Bupati. 

Pasal 6 

( 1) Pennohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu 

berdampak penting, terlebih dahulu mendapatkan pe 

dari Bupati Minahasa Selatan. 

(2) Perizinan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) antara 

a Penclirian pusat perbelanjaan, toko modern dan sejeni 

b. Penclirian Hotel dan sejenisnya; 

c. Penclirian Rumah Sakit; 

d. Penclirian tower/menara. telekomunikasi dan sejenisny r 
I 

e. penclirian media reklame konstruksi besar; 

f. Penclirian bangunan gedung/ gudang dan perumahan engan 

luas lahan cliatas 1 (satu) hektar . 

... 

B IV ... 

�uan 



BAB IV 

KETEIITUAII PElfflTOP 

Pasal 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng ...... 4µ,LLLL,gan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beri.ta 

Kabupaten Minahasa Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan 

: 110 PEii GOLAB PARAF KET 

" KEPAL\ SEKSI PELAYI\NAN I I ' l PERIZI AN 
n I 

2 Kl� 
� I 

' I 
3 KEPALA Pf'fSP 

� 
I KEPALA KANTOR 
I ... r PENA.NAMAN MODAL 
I - 

5 KAH.AG HUKUM t. I 
I ASISTEN SEKDA BIDANG k 6 PEREKONOMIAN DA� 

.I PEMBANGUNAN 
7 SEKRETARIS DAERAH ' .. J . , I �IOHOil'Q 

I fl D� 

8 I BIJPATI 
HORIA.l\T 

n UINITTJJK 
I: DfT;\Jljl[),\ ,, !, lj TAD«i..� ,i I ,: 

Ditetapkan di Amurang 
Pada Tanggal I Juni 

BUPATI MIBAHASA SELAT 

2015 

e 
Diundangkan di Amurang 
pada tanggal 2015 

Drs.. DA1111Y H. EIIGAB, M.Si 
PEMBIBA UTAJIA·MADYA 

IIIP. 19581023 198103 1 012 

BERITA DAERAH KABUPATEJI MINAHASA SELATAN TAHUII 2015 IIOIIOR.. .. 

- -- ---�---'-_.___ _ 



. . 
BABIV 

KETEIITUAII PEimTOP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe1i1 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam �ri 

Kabupaten Minahasa Selatan. 

Ditetapkan di Amurang 
Pada Tanggal 

Diundangkan di Amurang 
pada tanggal 2015 

, 

TU 

SEKRETARIS DAERAB 
-KABUPATEJI � SELATA.N 

Drs. DA.NlfY • RIIIDEIIGAlf, M.Si 
PEMBIIIA UT.AMA MADYA 

JIIP. 19581023 198103 1 012 

r 

BERITA DARRAH KABUPATEII MilfAHASA SELATAII TAB.UI( 2015 IIOMqR.. 


